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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   13B   TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)

SEBAGAI PENGELOLA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)

PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANTUL,

	Menimbang        :
	a. bahwa dengan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) perlu membentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

 

	Mengingat          :

Memperhatikan  :


	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;

1. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomr 414.2/2635/PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009;

2. Surat Sekretaris Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 414.2/654/PMD tanggal 13 Februari 2009 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Direktorat Jenderal PMD Depdagri Tahun Anggaran 2009;



	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan       :
	

	KESATU             :
	Membentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan, yang terdiri dari:

a. BLM Dana Kegiatan;

b. BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan; dan

c. BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat.



	KEDUA               :
	Tugas-tugas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. melakukan pembukaan rekening dengan specimen ketua dan seluruh fasilitator kecamatan yang bertugas;

b. membuat administrasi dan pelaporan dana BLM; dan

c. membuat laporan pertanggung jawaban secara berkala kepada masyarakat.



	KETIGA              :
	Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah sebagaimana  tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.



	KEEMPAT           :
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 dan atau sumber dana lainhya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



	KELIMA               :      
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal PMD Departemen Dalam Negeri;

2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

7. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;

8. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;

9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul;

10. Camat Imogiri, Camat Piyungan, Camat Dlingo, Camat Pajangan, Camat Kretek;

11. Yang bersangkutan,

untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
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  LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

  NOMOR
:                   TAHUN  2009

  TANGGAL
:   

SUSUNAN PERSONALIA
	NO.
	JABATAN TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
	Pembina

Pengarah

Penasehat

Ketua I

Ketua II

Sekretaris

Anggota
	Bupati Bantul

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul

Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul

Kepala Bappeda Kabupaten Bantul

Kasie Usaha Ekonomi Masyarakat Desa pada Kantor PMD Kabupaten Bantul

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul

2. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

3. Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul

4. Kepala Bagian Pemerintah Desa Setda Kabupaten Bantul

5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul

6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul

7. Unsur Kantor PMD Kabupaten Bantul
	1. Sylvi Kusumaningtyas, 

     S.Sos.

2. Jon Amrulah, SH.

3. Agus Ahmadi, BA.

4. Sriningsih

5. Agus Wimbaryono

6. Heri Murwani

7. Yulianingsih




BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

